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Isi abstrak: Perubahan paradigma dalam lingkungan stratejik nasional dan internasional yang dihadapi dewasa ini mengisyaratkan adanya pembaruan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan yang diikuti oleh tuntutan peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Penyelenggaraan Pemerintah Indonesia mengacu pada terselenggaranya pelayanan berkualitas atau Service Excellence dan kepemerintahan yang baik (good govermance).   Mengingat pentingnya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat secara transparan, akuntabel, maka pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.  Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pemerintah telah melakukan perubahan mendasar di bidang kelembagaan dan kepegawaian negeri sipil dalam upaya memenuhi tuntutan peningkatan kompetensi aparatur dalam melakukan penyelenggraan pemerintahan yang baik. 
Metodologi dalam penelitian ini menggunakan metode perbandingan hukum,kemudian metode yuridis normatif,analisis empiris serta netode penelitian kualitatif  dengan rumusan masalah (1)  PTSP di bidang penanaman modal di Indonesia dapat meningkatkan investasi di Indonesia dan (2) faktor hambatan pelaksanaan PTSP, tujuan penelitian PTSP dapat meningkatkan investasi, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kepuasan kepada investor.
Landasan hukum kegiatan penanaman modal yaitu Undang-undang Nomor 25 tahun 2007, mengamanatkan perlu/pentingnya peningkatan kompetensi pelayanan di bidang penanaman modal. Sebagai tindak lanjut dari amanat tersebut pemerintah bertekad melaksanakan PTSP yang akan dijalankan disetiap provinsi dan kabupaten/kota untuk memudahkan pelayanan penanaman modal, pasal dalam undang-undang Nomor 25 tahun 2007 yangmengamanatkan pelaksanaan PTSP Upaya peningkatan kualitas pelayanan harus dilaksanakan scara konsisten dengan memperhatikan kebutuhan, harapan dan kepuasan masyarakat. Permintaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah adalah pelayanan yang dapat diberikan secara cepat, tepat, murah, terbuka, sederhana dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif, oleh semua jajaran aparatur negara pada semua tingkatan, Peraturan kepala BKPM Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara pelaksanaan Pembinaan dan pelaporan pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal sudah diterbitkan.

Namun penyelenggaraan pelayanan publik hingga saat ini terlihat masih adanya keluhan dan pengaduan masyarakat, baik disampaikan langsung kepada pemberi pelayanan maupun melalui media massa. Untuk mengatasinya diperlukan komitmen yang tegas dan jelas dari aparatur sebagai pelaksana pelayanan untuk lebih mengerti dan memahami konsep pelayanan publik secara umum.
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